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Pemkot Copot Baliho
Bergambar Haryadi

PEMKOT Jogja bergegas meng-
ambil langkah agar pelayanan ter-
hadap masyarakat tetap kondusif.
Ini menyusul ditetapkannya man-
tan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti
(HS) dan Kepala DPMPTSP Kota
Jogja Nurwidhihartana sebagai
tersangka kasus suap oleh KPK.

Langkah pertama pemket ada-
lah mencopot baliho yang memu-
atgambar HS di halaman depan
Balai Kota Timoho. Pencopotan

- dilakukan kemarin (3/6) sekitar ANTSIP“S&MMPDVH-K;“;
pukul 10.00 = Sumadi segera mengambil langkah agar
¥ Baca Pemkot... Hal 2 pelayanan masyarakat tidak terganggu.

HS DALAM PUSARAN i
KASUS KORUPSI * Kiro samimigs mfmmv
saksi. HS membantah keterangan

m L™ saksi sebelumnya. Dia tidek pemah
= HS menjadi saksi kasus dlmaksudidalﬂi mm%"’ -
korupsi dana hibah KONI
Kota Jogja untuk PBVSI Jogja. #K menerima besaran fee 0,5 persen
9 ogja. dari proyek yang terjaring OTT K?K
= Dalam i HS ) pada Agustus 2019,
tidak mengetahui ke mana saja’
aliran dana hibah KONI Jogja ’ g?;zmwm’&?‘w‘“’“
untuk PBVS sebesar Rp 250 juta. te‘eF{m it omi
Alasannya, ia bukan pengurus KONI. 2:1?:3 percakapa? 5:“
; sikan mengenai informasi
= Janun 20 "’ kaitannya perizinan salah satu villa.
Sidang di Tipikor Jogjakarta. : ;
Kasus suap lelang proyek = HS mengkonfirmasi bahwa perma-
rehabilitasi Saluran Air Hujan, - salahan itu sudah lama terkait
Kepala DPUPKP Kota Jogja saat Greenhouse Villa. Permasalahan
itu Agus Tri Haryono disebut antara Dinas Penanaman Modal
meminta fee sebesar 0,5 persen dan Perizinan dengan DPUPKP.
ktchigan)s s
12 Februari 2020 HS ditangkap KPK. Kasusssap .
Lanjutan sidang. Giliran Kepala perizinan pembangunan Apartemen
Bidang Sumber Daya Air Dinas Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.
PUPKP Kota Jogja Aki Lukman Jumat, 3 Juni 2022 .
Noor Hakim menyebut ada
pembicaraan memintakan fee { HS bersama tiga orang NM’/!

0.5 persen untuk HS d‘)adokaﬂ tefsanqka

i .
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Pemkot COpot Baliho Ber gambal Haryadi

Sembungan dari hal 1

Penjabat (Pj) Wali Kota Jog-
ja Sumadi menyebut, langkah
selanjutnya yang dipersiapkan
pemkot adalah menetapkan pe-
laksana harian (plh). Dia me-
n'gaku sudah berkoordinasi,
meeganusxpasa pe;ai)arpem
ot yang { &tetapkiln sébagal
sangka.

dan ditahan, posisinya menjadi
kosong. Maka Pjakan menunjuk
pe_]abat lain sebagai pelaksana
‘tugas dari dinas yang bersang-
kutan. Penunjukan pun akan
dilakukan dalam waktu dekat.

’Penunjukan paling tidak Se-

nin. Yang penting pelayanan’
terhadap masyarakat itu tidak
berhenti,” ujar Sumadi dihu-
,bun%] wartawan kemarin (3/6).

CORENG JOGJA: Pemkot Jog;a mencopot baliho yang memuat gambar
Haryadi Suyuti di halaman depan Balai Kota Timcho, kemarin (376). |

(IMB). "Pada prinsipnya, kami
akan melihat dan mencermati
terhadap izin yang sudah dike-
lharkan (masa HS, Red),” lon-
tar Sumadi.

- Pencermatan akan dilakukan

Menyoal izin IMB Royal Ke:' »,_,dengan verifikasi lapangan. Jika

aton yang jadi musabab HS
i-OTT KPK, Sumadi mengaku
elum bisa memumskan_ Tap;,
temu:'m inijadi pemantik Su-
mach unmkmelakukan evalu-
asi. Utarnanya dalam penerbit-

kembali ditemukan ada yang
melanggar, akan dilakukan pe-
_nyesuaian. Termasuk pada ba-
.ngunan di luar apartemen dan
hotel. "Kalau ada dugaan yang
dikeludrkan tidak sesuai keten-

perda baru terkait dengan per-
izinan. Untuk beberapa yang
sudah ada bangunannya, akan
kami sesuaikan dengan perda
baru,” ucapnya. -

Terpisah, Ketua DPRD Kota
Jogja Danang Rudyatmoko me-
ngatakan, ASN semestinyame-

. ngerjakan tugas sesuai tipok-

si. Sebagai unsur pengawasan
dan pembuat regulasi daerah,
politisi PDIP ini menilai per-
izinan di Kota Jogja semestinya

nggak usah macam-macam.
Ngapain diangel-angel, jang-
an mengundang hasrat orang
jual beli itu (perizinan, Red),”
segahnya.

Danang menegaskan pula,
peraturan yang dibuat untuk
ditaati. Sebab sudah melalui

_ tahapan yang panjang. Mulai

dari mengkaji naskah secara
akademis, nilai politis, dan his-
toris. "Saat sudah memenuhi
syarat, waktunya diundur-undur
buat apa?,” ucapnya.

" Selanjutnya ia berharap OTT

KPKterhadap HS cs tidak me-
rembet. Sebab, kasus ini telah
mencoreng imej Kota Jogja.
"Inimenjadi pembelajaran yang
cukup berharga dan mahal bagi
Jogja. Kota Jogja yang demikian
baiknya, te rcoreng betul dengan

- kasus suap ini, " tandasnya.

Dari pengamatan Radar Jogja,
DPMP masih memberikan pe-

* Jayanan kepada masyatakat.

Selain itu, DPUPK juga masih
membuka layanan-Kendati ru-
angkepala dinas pada lceduanya
disegel KPK. Selainitu, KPKjuga
menyegel rumah dinasdan ru-

‘an izin mendirikan bangunan , tuan, kami cermati. Sudahada  gampang. "Saya harapkan ASN - angWali Kota Jogja{fat/laz/rg)
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
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